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Undong-UndnnR Nomor 17 Tnhun '.2003 tcnrnng Keunngnn N gnm 
(Lctnbnron Negara Republik lnc'lo~wsin Tnhun 2003 Nomor 47, 
1'nmbnhnn Lembnrnn Ncgnrn ipublik tndoncsin Nomor 4286); 

Undnng-Undcmg Nomor 35 Tnhun 2003 tentnng Pembentukan 
Knbupnt n uplorl <H Provinsl Pnpun (I. nnbnrnn Negum Tnhun 2003 
Nomor 150, 'l'nmbnhnn Lembnrnn Ncgnrn Republik Indonesia Nomor 

3 5); 

4. 

Mc•11imhn11R 
nurwn PlORI, 

n. hnhwn nu-:nRingnt APB Tnhun Anggnrnn 2022 h ilum ditetnpknn 
smupnl nwnl tnhun ... 02-, mnkn dnlnm rnngkn kelnn .nrnn tugns-tugns 
Pcmerintuh Knhupnten .. upiori, srunbil menunggu pcnernpnn AP D 
Tnhun AnAAnmn 2(Y>2, dlpnndnng pcrlu melnkuknn pcngclurunn kns 
duernh untuk pembnynrnn lx.lnnjn yon~ h<~rnifht wnjib dnn bclnnjn 
ynng hersifnt mengikn: ntns hebnn Tnhun Anggnmn 2022; 

h, hnhwn berdnsnrknn pertlmbnngnn scbngnimnnn dimnksud huruf n, 
pcrlu men tnpknn Pernturnn Oupnti .. upiori t •ntnng P mgclunrnn Kns 
M mdnhulul Penetnpnn AnAAnmt1 Pcndnpntnn <inn Belnnjn Dncrnh 
'l'nhun An1,tgnrnn 202- di Lingkungnu l nu irintnh Knbupntcn upiori; 

J. UndonR·Uncltmg Nomor 12 Tnhun tt 6< t ·ntnng J'cmbeutuknn 
Pn>pinsl Otonom Irion nnrnt don Knbupnteu-knbupnt cu Otonom di 
Proplnsl lrinn nnmt [Lembnrnn Negara Republik lndonesln Nomor 47 
Tnhun 1969, 'rnmbnbnn Lernbnrnn Ncgnrn Nomor 2907); 

Undung Nomor 28 Tnhun 1 < tentnn~ Pcnyelenggnmnn Negnrn ynng 
cralh don Debus dnri Korupsi Kolus! dnn Nepotism· [Lembnrnn 

NeAnrn Rcpublik ludonesin Tnhun t< 9 Nomor 75, Tnmbnhnn 
Lcmbnrnn Negnrn Republlk lndonesln Nomor 3851 ); 

I\ cngin~nt 

1 trn /\N 1~/\l lMA'l' T 111/\N YAN M/\1 IA l•,SA 

PltRl\'rURAN DlJPATI SUPIORI 

NOMOh I 'l'/\1 HJN ~O~~·l 

1'ENTANO 

Pltl'l<UCLUAllAN l{AS MltNDAIUJLUI PltNETAPAN 
ANOQAllAN l'ltNDAl'A1'AN DAN DJ.tLAN,JA DAERAII TAHON ANGO.ARAN 2022 

nr LlN<UtuNOAN l1EMERINTAH ltADUPATEN SUPIORI 
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PROVINS! PAPUA 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098) sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan 
keempat belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); 

12. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
provinsi Papua [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6697); 

11. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Talmn 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran 
Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4); 

23, Peraturan Daerah Kabudpat~~ Suptifionp· .No~or 4 Tahun 2017 Tentang 
Hak Keuangan Dan A ministra impman Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah 
Kabupaten Supiori Tahun 2017 Nomor 4); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24); 

17. 

16. 

15. 

~;atur~ Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
T ormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

I 
ahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik 

nd · ' onesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir ' dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
P~rubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); ' 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

14. 
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Pasal 4 
{l) Kriteria belanja untuk kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2), mencakup : 
a. . pelayanan dasar m.asyarakat yang anggarannya belum tersedia program d.an kegiatan 

da1am tabun anggaran berjalan; 

(1) Kebutuhan yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) 
untuk belanja, sebagai berilrut 
a. Belanja gaji clan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk 

tambahan penghasilannya; 
b. Gaji clan tunjangan Kepala Daerah dan W akil KepaJa Daerah serta penghasilan clan 

penerimaan lainnya yang ditet.apkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

c. Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunjang aktivitas 
tugas dan tanggungjawab Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah. 

d. Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD dan/atau penghasi!a.n 
clan penerimaan lainnya, yang clitetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perunclang-undangan; 
e. Belanja Bidang Kesehatan berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 

kepentingan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat at.au untuk kepentingan 
pendanaan Rumah Sakit dan Puskesmas, pengadaan obat-obatan serta makan minum 

pasien, 

Pasal 3 

Pasal 2 

(1) Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 sebagairoaoa climaksud dalam Pasal I untuk kebutuhan yang 
bersifat wajib dan mengikat. 

(2) Kebutuhan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja untuk 
menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang 
pendidikan, bidang kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga 
dan ke butuhan mendesak. 

(3) Kebutuhan yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja 
untuk menjamin pemenuban pendanaan rutinitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
clan pemenuban pendaoaao yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, 

ruran Bupati ini m · di rera enja dasar pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran 
pendapatan d.an Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam rangka menjamin kelanc.aran 
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di Kabupaten Supiori. 

Pasal 1 

PERATURAil BUPATI SUPJORI TE TA fG PE GEL ; • . Yv S 
MENDAHULUI PE E1'APA1 N OGARA PE DAPATA DA BEL' 1JA 
DAERAH TAHU Al GGARAN 2022 DI r.n GKU 01\ P .;./iE. 
KABUPATE SUPJORI 

~.1cnctapkan 

',1 :.~.,1 SKA r : 
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OOAI, M.Si 
--..ic:::::~:::P"r..i~ H KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 1 

~sRli!i.fff!~n di Sorendiweri 
O Januarl 2022 

u~·....,11.,ERAH KABUPATEN SUPIORI, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 9 

Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPKD dan SKPD yang melaksanakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, tetap melaksanakan penatausahaan dalam rangka 
merealisasikan pengeluaran kas mendahului penetapan APED Tahun Anggaran 2022 sampai 
dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan 
Bupatl. 

Pasal 8 

Unmk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran (PA} mengajukan Surat Perintah 
Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk 
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

Pasal 7 

Pasal 6 

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang 
tidak terpisabkao dari Surat Penyediaan Dana (SPD} Triwulan I Tahun Anggaran berkenaan. 

Pasal 5 

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 untuk setiap bulan 
setinggi-tingginya adalah sebesar seperduabelas dari APBD Tahun Anggaran 2022. 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila d.itunda akan mcnimbulknn k rugi. n yang 
lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan 

c. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai 
amanat peraturan perundang-undangan. 
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